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    BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berkembang pesat, tidak 

terkecuali pada teknologi finansial. Perkembangan teknologi finansial telah 

menimbulkan inovasi pada sistem pembayaran dari sistem pembayaran tunai menuju 

sistem pembayaran non tunai. Perkembangan teknologi telah mengubah kebutuhan 

masyarakat kepada alat pembayaran yang dapat memenuhi kecepatan, ketepatan, dan 

keamanan pada kegiatan transaksi elektronik. Sejarah membuktikan bahwa 

perkembangan alat pembayaran dimulai dengan logam, bentuk tradisional uang 

kertas, dan terus berubah bentuk hingga saat ini yang dikenal sebagai pembayaran 

elektronik.
1
 

Secara sederhana, uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran 

dalam bentuk elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik 

tertentu. Penggunanya harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit 

dan disimpan dalam media elektronik sebelum menggunakannya untuk keperluan 

bertransaksi.
2
 Ketika digunakan, nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media 

                                                 
1
 Magdalena Karismariyanti, Perancangan Sistem Akuntansi Penjualan dengan Pembayaran 

Elektronik., Telkom Jurnal Teknologi Informasi Vol. 1. Mei 2014, hlm.20. 
2
Bank Indonesia, Uang Elektronik. Diakses dari https://www.bi.go.id/id/edukasiperlindungan-

konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/uang-elektronik/Pages/deafault.aspx pada tanggal 27-08-2022. 

 

https://www.bi.go.id/id/edukasiperlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/uang-elektronik/Pages/deafault.aspx%20pada%20tanggal%2027-08-2022
https://www.bi.go.id/id/edukasiperlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/uang-elektronik/Pages/deafault.aspx%20pada%20tanggal%2027-08-2022
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elektronik akan berkurang sebesar nilai transaksi dan setelahnya dapat mengisi 

kembali (top-up).
3
 

Penyelenggaraan Uang Elektronik telah diatur dalam Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Uang Elektronik 

(Electronic Money).
4
 Menurut  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 

tanggal 13 April 2009 tentang  Uang  Elektronik  (E-money)  adalah alat  pembayaran  

yang  memenuhi  unsur-unsur sebagai berikut
5
 : 

1. Diterbitkan berdasarkan nilai uang yang disetor diawal oleh pemegang 

kepada penerbit. 

2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server 

atau chip. 

3. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan 

merupakan  penerbit  uang  elektronik tersebut. 

4. Nilai  uang  elektronik  yang disetor oleh pemegang dan diaturoleh 

penerbit bukan merupakan simpanan seperti yang dimaksud dalam 

undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. 

Pengertian dari transaksi elektronik terdapat dalam Pasal 1 angka 22 Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 

                                                 
3
Bank Indonesia, “Apa Itu Uang Elektronik?” Diakses dari 

https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Apa-itu-Uang-Elektronik.aspx pada tanggal 24-08-2022  
4
 Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik (Electronic Money). Nomor 

11/12/PBI/2009. 
5
 Devi Kartika Sari, “Analisis Pengaruh Transaksi Pembayaran Non Tunai Terhadap Jumlah 

Uang Beredar Di Indonesia”. Diakses dari http://ebc.upnjatim.ac.id/index.php/ebc pada tanggal 28-

08-2022 

https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/pbi_111209.aspx
https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/pbi_111209.aspx
https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/pbi_111209.aspx
https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Apa-itu-Uang-Elektronik.aspx
http://ebc.upnjatim.ac.id/index.php/ebc%20pada%20tanggal%2028-08-2022
http://ebc.upnjatim.ac.id/index.php/ebc%20pada%20tanggal%2028-08-2022
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tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dijelaskan bahwa 

Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan 

computer, jaringan computer dan/atau media elektronik lainnya.
6
 

Dompet digital (e-wallet) memiliki pengertian yang berbeda dari Uang 

Elektronik (e-money), dimana dompet digital atau e-wallet berdasarkan Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016, Pasal 1 angka 7 tentang 

Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran  adalah suatu media wadah 

berbasis elektronik yang fungsinya dapat disamakan dengan tempat menyimpan uang 

elektronik sebagai salah satu metode pembayaran.
7
 Dompet digital merupakan sarana 

bertransaksi yang sangat berpengaruh dalam perkembangan digital karena melalui 

teknologi digital orang menjadi lebih mudah saat ingin bertransaksi terutama saat 

bertransaksi jarak jauh.
8
 

Dompet digital setara dengan dompet fisik, dompet digital menyediakan 

penggunanya untuk menyimpan uang seperti pada akun bank yaitu pengguna harus 

membuat akun dengan penyedia dompet digital, uang dapat dimasukan dalam akun 

dompet digital menggunakan kartu debet, kartu kredit, akun bank, dan sebagainya.
9
  

Apabila dilihat dari kutipan lain, Pembayaran digital adalah cara pembayaran 

                                                 
6
 Indonesia, Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 10 Tahun 2016, LN. No. 58 Tahun 2008, TLN. 

No. 4843 
7
 Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi 

Pembayaran, Nomor 18/40/PBI/2016, LN.2016/No.236 
8
 Fiona Pappano Naomi, Perlindungan Hukum Pengguna E-Wallet Dana Ditinjau dari 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Jurnal Kertha Semaya, Vol.9 No.1, 2020, hlm.25. 
9
 Sulistyowati Rini, “Persepsi Konsumen Terhadap Penggunaan Dompet Digital”. Vol. 4 

hlm.20 Diakses dari http://studentjournal.umpo.ac.id/index.php/isoquant pada tanggal 25-08-2022 

http://studentjournal.umpo.ac.id/index.php/isoquant
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menggunakan mode digital. Dalam pembayaran digital, pembayar dan penerima 

bayaran keduanya menggunakan mode digital untuk mengirim dan menerima uang. 

Disebut juga pembayaran elektronik. Tidak ada uang tunai yang diikutkan dalam 

pembayaran digital. Semua transaksi pada pembayaran digital dilakukan secara 

online. Itu merupakan sebuah cara yang instan dan mudah untuk melakukan 

pembayaran.
10

 

Di Indonesia sendiri telah memiliki berbagai macam perusahaan dompet 

digital, salah satunya yakni OVO. OVO adalah aplikasi perkembangan masa kini 

yang memberikan kemudahan dalam bertransaksi.
11

 OVO merupakan salah satu 

aplikasi pembayaran non-tunai terkemuka di Indonesia, pertama kali didirikan oleh 

Lippo Group dan mulai beroperasi tahun 2017, kemudian mendapatkan izin e-money 

dari Bank Indonesia untuk beroperasi sebagai perusahaan fintech di seluruh Indonesia  

pada 25 September 2017.
12

 

OVO didirikan oleh PT. Visionet Internasional dan telah mendapatkan izin 

operasi dari Bank Indonesia  sejak tanggal 7 Agustus 2017 dengan nomor izin 

19/661/DKSP/Srt/B. Agar dapat menggunakan layanan dari aplikasi OVO, harus 

mendaftarkan diri terlebih dahulu dengan mengikuti petunjuk yang telah tersedia 

pada aplikasi, setelah itu harus melaukan pengisian saldo OVO cash dapat melalui 

ATM bersama maupun berbagai merchant rekanan OVO. OVO cash merupakan 

                                                 
10

 Ibid, hlm.20. 
11

 “Apakah OVO?” Diakses dari https://www.ovo.id/faq  pada tanggal 29-08-2022 
12

 "OVO's Thompson: "We're moving forward from payments into financial services" Diakses 

dari https://www.theasianbanker.com/updates-and-articles/ovos-thompson:-were-moving-forward-

from-payments-into-financial-services pada tanggal 29-08-2022  

https://id.wikipedia.org/wiki/Fintech
https://www.theasianbanker.com/updates-and-articles/ovos-thompson:-were-moving-forward-from-payments-into-financial-services
https://www.theasianbanker.com/updates-and-articles/ovos-thompson:-were-moving-forward-from-payments-into-financial-services
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sejumlah dana yang berupa uang elektronik (e-money) yang dapat diakses melalui 

layanan aplikasi OVO untuk digunakan di berbagai macam transaksi keuangan, 

contohnya seperti pembayaran di berbagai merchant rekanan OVO, isi ulang (top up) 

dan pengecekan saldo.
13

 Aplikasi OVO memerlukan koneksi internet atau dalam 

keadaan online untuk digunakan. Jika terjadi kesalahan pada jaringan internet, maka 

akan terganggu selama melakukan transaksi. 

Selain banyak fitur-fitur yang menarik serta keuntungan yang didapat oleh 

pengguna OVO, dalam penggunaan aplikasi OVO pun masih terdapat keluhan oleh 

pengguna yang sering mengalami error (kesalahan server) pada layanan aplikasi 

OVO. Dimana pengguna mengalami kegagalan transaksi pada akun OVO nya, namun 

saldo pengguna tersebut tetap terpotong atau berkurang. Pihak OVO seringkali 

mengabaikan hak yang seharusnya didapatkan oleh pengguna yang dimana dalam hal 

ini seperti keterlambatan pengembalian dana, pengguna tidak mendapatkan 

kompensasi, serta lambatnya tanggapan atas keluhan dari pengguna tersebut. 

Salah satu kasus yang terjadi ialah seorang pengguna aplikasi OVO yang 

bernama Risa Ramayanti. Pada tanggal 14 April 2022 pukul 18.50 ia mengirimkan 

sejumlah uang senilai Rp3.000.000 dari akun OVO ke rekening BCA a.n Risa 

Ramayanti, ia mendapatkan notifikasi dari OVO yang tertulis “berhasil”. Namun 

sampai keesokan harinya dana transfer tersebut belum juga masuk ke rekening bank 

tujuan tersebut. Ia mengatakan bahwa telah melaporkan melalui Customer Service 

pada nomor 1500696 dan melalui email cs@ovo.id. Tanggapan dari keluhan tersebut 

                                                 
13

 “Apakah OVO Cash?” Diakses dari https://www.ovo.id/faq pada tanggal 12-09-2022  

mailto:cs@ovo.id
https://www.ovo.id/faq%20pada%20tanggal%2012-09-2022
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hanya diminta untuk menunggu 1x24 jam dan mengirimkan bukti transfer, namun 

melewati batas 1x24 jam dana pun belum masuk ke rekening tujuan tersebut.
14

 

Kasus lainnya yang terjadi yaitu seorang pengguna aplikasi OVO yang 

bernama Inda Nila Lestari melakukan pembayaran kartu kredit Maybank sebesar 

Rp950.000 melalui akun OVO yang ia punya. Pada saat transaksi dinyatakan tidak 

berhasil, namun saldo OVO pengguna tersebut telah berkurang sebesar nominal yang 

telah disebutkan. Ia telah melakukan komplain melalui Customer Service OVO tetapi 

pihak OVO mengatakan bahwa transaksi yang dilakukan telah berhasil. Lalu ia 

memastikan ke Customer Service Maybank, ternyata pihak Maybank mengatakan 

bahwa belum ada pembayaran yang masuk. Kemudian ia meminta pengembalian 

saldo, pihak OVO mengatakan bahwa harus menunggu 3-5 hari kerja sedangkan 

nominal tersebut bukan hal yang sedikit bagi pengguna. Pengguna pun merasa 

dirugikan atas kejadian tersebut serta kecewa dengan penanganan OVO yang sangat 

lamban dalam menyelesaikan masalah.
15

 

Dalam hal ini pengguna harus dilindungi oleh hukum agar tidak merasa 

dirugikan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang 

                                                 
14

 Risa Ramayanti, Notifikasi Transfer OVO Berhasil, tapi Dana Tidak Masuk ke Rekening 

Bank Tujuan, diakses dari https://mediakonsumen.com/2022/04/16/surat-pembaca/notifikasi-transfer-

ovo-berhasil-tapi-dana-tidak-masuk-ke-rekening-bank-tujuan, pada tanggal 14-09-2022  
15

 Inda Nila Lestari, Transaksi Gagal tapi Saldo Ovo Terpotong, diakses dari 

https://mediakonsumen.com/2019/05/03/surat-pembaca/transaksi-gagal-tapi-saldo-ovo-terpotong pada 

tanggal 14-09-2022  

https://mediakonsumen.com/2022/04/16/surat-pembaca/notifikasi-transfer-ovo-berhasil-tapi-dana-tidak-masuk-ke-rekening-bank-tujuan
https://mediakonsumen.com/2022/04/16/surat-pembaca/notifikasi-transfer-ovo-berhasil-tapi-dana-tidak-masuk-ke-rekening-bank-tujuan
https://mediakonsumen.com/2019/05/03/surat-pembaca/transaksi-gagal-tapi-saldo-ovo-terpotong%20pada%20tanggal%2014-09-2022
https://mediakonsumen.com/2019/05/03/surat-pembaca/transaksi-gagal-tapi-saldo-ovo-terpotong%20pada%20tanggal%2014-09-2022
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menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
16

 

Apabila terjadinya error (kesalahan server) ini dibiarkan begitu saja, tidak bisa 

dipungkiri akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi para pengguna. 

Akibat dari kesalahan server yang dialami telah mengganggu kenyamanan para 

pengguna, yang dimana dalam hal ini telah melanggar hak konsumen berdasarkan 

Pasal 4 Butir a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen yaitu hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang maupun jasa. 

Maka dari itu para pengguna harus dilindungi hukum agar tidak ada lagi 

pengguna yang merasa dirugikan akibat kesalahan server OVO, serta tidak ada lagi 

pengguna yang merasa kecewa atas pelayanan dan penanganan yang sangat lambat 

dalam menyelesaikan masalah, dimana hal-hhal tersebut telah melanggar hak-hak 

konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai hak-hak konsumen.  

 

 

 

                                                 
16

 Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 22 

Tahun 1999, TLN. No. 3821 
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Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dalam skripsi yang dituangkan dengan judul: 

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA LAYANAN 

DOMPET DIGITAL OVO YANG GAGAL MELAKUKAN TRANSAKSI 

ELEKTRONIK. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan 

yang akan diteliti adalah : 

1. Bagaimana karakteristik perjanjian transaksi elektronik yang 

menggunakan layanan dompet digital OVO? 

2. Bagaimana kepastian hukum perlindungan konsumen yang menggunakan 

dompet digital OVO jika mengalami kegagalan transaksi? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, 

maka penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis karakteristik perjanjian transaksi 

elektronik yang menggunakan layanan dompet digital OVO. 

2. Untuk mengetahui kepastian hukum perlindungan konsumen yang 

menggunakan dompet digital OVO jika mengalami kerugian atas 

gagalnya transaksi. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dari tujuan penelitian yang diuraikan di atas, diharapkan dapat memberikan 

manfaat kepada penulis dan pembaca, antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi ilmu pengetahuan hukum terutama hukum perdata, serta menjadi dasar 

acuan dalam mempelajari mekanisme pelaksanaan sistem pembayaraan di 

Indonesia. Terutama untuk perlindungan konsumen yang menggunakan 

dompet digital OVO. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk 

memperluas wawasan berpikir dalam menganalisis suatu masalah, serta dapat 

memenuhi persyaratan bagi penulis dalam menyelesaikan studi dan 

memperoleh gelar sarjana hukum. 

b. Bagi Konsumen 

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan 

pemahaman bagi para pengguna dalam layanan aplikasi OVO agar tidak lagi 

merasa dirugikan akibat kegagalan transaksi yang terjadi. 
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c. Bagi Platform E-Commerce 

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi para 

penyelenggara layanan aplikasi OVO agar dapat menganut hukum yang 

mengikat agar hal yang tidak diinginkan tidak terulang lagi, serta 

meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat sebagai pengguna layanan 

aplikasi OVO. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian merupakan sendi penelitian, menggambarkan 

batasan dari suatu penelitian, mempersempi suatu permasalahan, dan membatasi area 

dari penelitian.
17

 Penulis sendiri membatasi ruang lingkup penelitian pada 

karakteristik perjanjian transaksi elektronik yang menggunakan layanan dompet 

digital OVO dan kepastian hukum perlindungan konsumen pengguna dompet digital 

OVO yang megalami kerugian atas kegagalan transaksi yang dilakukan. 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Kebebasan Berkontrak 

Kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang penting dalam hukum 

perjanjian. Asas kebebasan berkontrak merupakan perwujudan manusia yang bebas, 

pancaran hak asasi manusia. kebebasan berkontrak berhubungan erat dengan isi 

perjanjian yakni kebebasan untuk menentukan suatu perjanjian diadakan. 

                                                 
17

 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, 

hlm.111. 
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Kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Dikatakan oleh 

Asser Rutten bahwa asas kebebasan berkontrak ialah orang bebas membuat atau tidak 

membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, 

dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih Undang-Undang mana yang 

akan dipakai untuk perjanjian itu.
18

 Dikatakan pula oleh Subekti bahwa asas 

kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada 

dasarnya boleh membuat perjanjian yang berisi dan macam apapun asal tidak 

bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
19

 

Kebebasan sebagaimana telah diuraikan bukan kebebasan yang mutlak, 

karena undang-undang tetap membatasinya. Pembatasan asas kebebasan berkontrak 

adalah selama memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 

1320 KUHPerdata yang berbunyi :
20

 

a. Adanya kesepakatan dari antara para pihak; 

b. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

c. Harus mempunyai objek ketentuan atau hal tertentu; 

d. Suatu sebab yang halal. 

Asas kebebasan berkontrak memberikan pengaruh kepada hukum perjanjian, 

dengan adanya asas kebebasan berkontrak tersebut hukum perjanjian menjadi lebih 

fleksibel karena dapat mengikuti perkembangan kebutuhan manusia khususnya 

                                                 
18

 Asser Rutten, Seri Dasar Hukum Ekonomi, Hukum Kontrak di Indonesia, Program 

Kerjasama Elips dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1998, hlm.148. 
19

 R. Subekti, Hukum Perjanjian, Penerbit Intermesa, Jakarta, 2002, hlm.4. 
20

 Mariam Darus Badrulzaman, 1996, KUHPerdata buku III Hukum Perikatan dengan 

penjelasan, Bandung Alumni 2006. 
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manusia yang sekarang hidup dalam zaman modern, dimana perjanjian yang tidak 

diatur dalam Undang-Undang dapat dibuat sendiri oleh manusia sesuai 

kepentingannya.   

2. Teori Perlindungan Hukum 

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan 

perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dilanggar oleh orang lain dan 

perlindungan ini diberikan agar masyarakat dapat menikmati semua hak yang 

diberikan oleh hukum.
21

 

Apalagi, menurut Phillipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum bagi 

masyarakat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan respresif. 

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik, dan 

mengarahkan tindakan pemerintah untuk mengambil keputusan yang bijaksana 

berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan respresif bertujuan untuk mencegah 

terjadinya konflik, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.
22

 Perlindungan 

hukum preventif dan perlindungan hukum represif dijelaskan sebagai berikut :
23

 

a. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan hukum yang ditujukan 

untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Seperti halnya terdapat ada 

batasan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk 

mencegah pelanggaran. 

                                                 
21

 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.69. 
22

 Ibid. hlm.54. 
23

 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, Magister Ilmu 

Hukum Program Pasca Sarja Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm.20. 
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b. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang mengarah 

pada sanksi karena perlindungan hukum ini diberikan setelah terjadi 

pelanggaran. 

Berbagai definisi yang telah dikemukakan dan ditulis oleh para ahli hukum, pada 

dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan. Dengan kata lain, 

hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.
24

 

3. Teori Keseimbangan Hak 

Keseimbangan Hak atau dalam bahasa Belanda disebut evenwicht dan dalam 

bahasa Inggris disebut equality bermakna “sama, sebanding” merujuk pada suatu 

keadaan, posisi, derajat, berat, dan lain sebagainya.
25

 Asas keseimbangan tercermin 

ketika para pihak yang akan membuat perjanjian diberi kebebasan berdasarkan Pasal 

1338 KUHPerdata. Kebebasan yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdata 

tidaklah mutlak, melainkan harus diimbangi dengan aturan yang menyatakan bahwa 

kebebasan tersebut diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-

Undang, kesusilaan dan ketertiban umum dalam pembuatan maupun pelaksanaannya. 

Sebagai suatu proses, perjanjian yang ideal seharusnya mampu mewadahi 

kepentingan para pihak secara adil dan seimbang, serta saling menguntungkan. Bukan 

sebaliknya merugikan salah satu pihak, atau bahkan pada akhirnya justru merugikan 

                                                 
24

 Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia, Medan area University Press, Medan, 2012, 

hlm.5-6. 
25

 Agus Yudho Hernoko, Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak 

Komersial, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.26. 
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para pihak dalam perjanjian.
26

 Maka dari itu diperlukannya keseimbangan hak, 

sehingga tercapai pembagian hak dan kewajiban diantara para pihak yang 

berlangsung secara layak dan patut. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini masuk ke dalam 

penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif merupakan sebuah 

penelitian dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka maupun data sekunder.
27

 

Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu 

kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Pada penelitian hukum 

normatif ini, sering dikonsepkan sebagai aturan atau norma yang memberikan standar 

perilaku manusia yang dianggap tepat dan/atau pantas, dikonsepkan sebagai kaidah 

atau norma sebagaimana yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.
28

 

 

 

 

 

 

                                                 
26

 Ibid, hlm.2 
27

 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, 

PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.13. 
28

 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2006, hlm.118. 
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2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang akan diaplikasikan oleh peneliti adalah sebagai 

berikut : 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) 

Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan 

perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum 

yang menjadi fokus sekaligus pokok bahasan dalam penelitian.
29

 

Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dilakukan dengan 

menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang 

relevan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.
30

 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan konseptual (conceptual approach) merupakan 

pendekatan yang berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-

doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk menemukan gagasan-

gagasan yang melahirkan pemahaman, konsep, dan asas hukum yang 

relevan, sebagai landasan dalam membangun suatu argumentasi hukum 

dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.
31

 

 

 

                                                 
29

Johny Ibrahim. Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Publishing, 

Malang, 2006, hlm.26. 
30

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (edisi Revisi), Kencana Prenada Media Group, 

Jakarta, 2013, hlm.133. 
31

Ibid, hlm.135-136. 
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3. Bahan Hukum 

Menurut Romy Hanitijo Soemitro, ditinjau dari kekuatan yang mengikatnya, 

data sekunder dibedakan menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
32

 

Adapun bahan hukum primer, sekunder, dan tersier tersebut sebagai berikut : 

1. Bahan Hukum Primer 

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah 

bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya memiliki otoritas.
33

 Bahan 

hukum primer memiliki kekuatan yang mengikat. Antara lain adalah : 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen; 

c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (UU ITE); 

d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (UU ITE); 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 

Sistem dan Transaksi Elektronik. 

f. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tanggal 13 April 

2009 tentang Uang Elektronik; 

                                                 
32

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Cet 5, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2003, hlm.66-67. 
33

Ibid, hlm.67. 

https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/pbi_111209.aspx
https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/pbi_111209.aspx
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g. Peraturan Bank Indonesia mengenai Penyelenggaraan Pemrosesan 

Transaksi Pembayaran Nomor 18/40/PBI/2016. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat 

membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan 

hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum 

yang bukan merupakan dokumen resmi.
34

 Bahan hukum sekunder 

meliputi sebagai berikut : 

a. Buku-buku; 

b. Karya ilmiah hukum; 

c. Jurnal hukum; 

d. Hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji. 

3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjadi 

pelengkap, sifatnya memberikan petunjuk serta penjelasan tambahan 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier 

meliputi sebagai berikut : 

a. Kamus hukum; 

b. Kamus besar bahasa Indonesia; 

c. Artikel, majalah, media masa, dan internet. 

 

                                                 
34

 Ibid. 
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik yang akan digunakan dalam pengumpulan bahan hukum pada 

penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan 

(library research) adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi 

penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-

laporan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
35

 Dengan melakukan 

penelusuran bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier seperti yang telah 

dijelaskan di atas. 

5. Analisis Bahan Hukum 

Data yang didapatkan dari studi kepustakaan tersebut kemudian dianalisis 

secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis tersebut membahas 

permasalahan yang ada di dalam penelitian ini berdasarkan dengan ketetapan 

perundang-undangan yang berlaku. 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Teknik penarikan kesimpulan yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan cara deduktif, yakni dengan cara menarik suatu kesimpulan mulai dari 

pernyataan yang bersifat umum menuju pernyataan yang bersifat khusus.
36

 

                                                 
35

 Moch Nazir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm.111. 
36

 Bahrer Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Penerbit Maju, Bandung, 2008, hlm.37. 
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